BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR @\ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

a. bahwa dalam rangka kepatuhan pelaksanaan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta
Kekayaan  Aparatur Sipil Negara, ketertiban
pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik Daerah
dan Tuntutan Perbendaharaan serta Tuntutan Ganti
Rugi terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi
Pegawai Negeri, maka Peraturan Bupati Batang Nomor
2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati
Batang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemberian  Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang, perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;

13. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG.

Pasal I
Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, dan
ditambahkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian
Ketiga serta diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni
Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(1)

BAB VA
KEPATUHAN KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI

Bagian Kesatu
Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pasal 14A

Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan
jasa menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PNS secara bertahap dimulai dari pejabat setingkat Eselon III dan IV
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
memenuhi  kewajiban  penyampaian Laporan Harta  Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) tidak diberikan TPP bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 14B
Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan
operasional kedinasan dan lainnya harus digunakan sesuai tugas dan
fungsinya.
Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dibawa seterusnya setelah pensiun maupun mutasi.
PNS yang mutasi wajib menyerahkan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna barang untuk digunakan sesuai
tugas fungsinya.
PNS yang tidak mengembalikan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi tidak mendapatkan TPP.

Bagian Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14C

PNS sebagai pihak yang melakukan penggantian kerugian Daerah
berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) wajib
mengganti kerugian Daerah secara tunai atau angsuran.
Apabila PNS tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembayaran dilakukan dengan pemotongan TPP.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI
Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 3|

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

—
AGUS JAELANI RSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001
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